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Nama Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik

6. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1. Mengetahui proses pelayanan informasi dan mengidentifikasi informasi publik
yang terbuka dan tertutup;

2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang

pelayanan publik dan pengetahuan informasi publik;

Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Berpenampilan menarik, santun dan berjiwa melayani.

Instruksi kerja ini berlaku di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota

di Provinsi Kalimantan Tengah

o0k w

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

1. Komputer/Laptop/Printer/Scanner
2. SK Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan Dan Pendataan

Jika SOP pelayanan informasi tidak dijalankan maka akan berpotensi timbulnya pengaduan
keberatan informasi

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No Uraian Pelaksana Mutu Baku Keterangan
PPID Pelaksana Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
1 | Menyusun maklumat Standar Pelayanan Tentatif Konsep Maklumat Menggunakan bahasa Indonesia
pelayanan yang merupakan Informasi Publik Pelayanan Informasi | yang baik dan benar serta mudah
pernyataan kesanggupan Publik dipahami
penyelenggara dalam ( ) |_| |
melaksanakan pelayanan
sesuai dengan ketentuan
standar pelayanan publik
2 | Menetapkan Maklumat Konsep Maklumat Tentatif Maklumat Pelayanan
Pelayanan Informasi Publik Pelayanan Informasi Informasi Publik
ﬂ: Tidak Publik
Ya
3 | Mengumumkan dan Maklumat Pelayanan Tentatif Pengumuman Diumumkan pada papan

Menyebarluaskan Maklumat
Pelayanan Informasi Publik

Informasi Publik

Maklumat Pelayanan
Informasi Publik

pengumuman; Website media
sosial dn/atau; Aplikasi berbasis

teknologi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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